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Penelitian ini membahas tentang Kewenangan Badan Pertanahan Nasional 
Kota Subulussalam Dalam Menangani Kasus Pertanahan akibat konflik Menurut 
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional. 
Pada dasarnya peraturan ini dibentuk untuk menangani permasalahan tentang 
tanah yang terjadi di masyarakat, namun pada kenyataannya Badan Pertanahan 
Nasional dalam penyelesaian persengketaan tanah tidaklah semudah itu, 
mengingat banyaknya  kasus tentang  persengketaan tanah yang terjadi dibeberapa 
wilayah Indonesia yang masih berlanjut dan  dan belum terselesaikan sampai saat 
ini. Seperti kasus yang terjadi di desa Bawan kota Subulussalam yang belum ada 
penyelesaian sampai saat ini. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana 
Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam Dalam Menangani 
Kasus Pertanahan akibat konflik  yang terjadi didesa Bawan Kota Subulussalam 
serta yang menjadi hambatan bagi nbadan pertanahan Nasional Kota 
Subulussalam dalam menangani  konflik pertanahan yang terjadi didesa Bawan 
kota Subulusalam. 
Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu 
dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data 
premir dan data skunder yang didapat langsung dari responden melalului 
observasi, wawancara, dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi 
sebagai bahan penulisan penelitian ini. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tidak adanya tindakan tegas yang 
dilakukan oleh Badan Pertanahan  Nasional kota Subulussalam atau dalam hal ini 
BPN tidak menggunakan kewenangan yang dimilikinya dalam menangani 
permasalahan sengketa lahan yang terjadi didesa Bawan kota Subulussalam. Ini 
terbukti dari tidak adanya penyelesaian persengketaan tanah antara masyarakat 
dengan lahan yang dikuasai oleh PT.Indo Sawit Perkasa yang masih berlanjut 
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A. Latar Belakang Masalah  
Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia  
(NKRI) yang lebih umum disebut Indonesia adalah Negara di Asia Tenggara 
yang dilintasi khatulistiwa yang berada di benua Asia serta Australia, serta 
antara Samudra Pasifik dan samudra Hindia, Indonesia adalah Negara 
Kepulauan terbesar didunia yang terdiri dari 17.504 pulau, dengan populasi 
hampir 207.054.853 juta jiwa pada tahun 2018. Indonesia adalah negara 




Pada dasarnya tanah merupakan kebutuhan mutlak serta merupakan 
tempat berkelangsungan hidup manusia diatas muka bumi ini, Indonesia 
merupakan negara Agraris, yang sebagian besar masyarakatnya 
menggantungkan hidupnya pada bidang pertanahan, sehingga tanah 
memegang peranan sangat penting bagi kehidupan manusia, yang berfungsi 
sebagai sumber daya produksi maupun sebagai wadah untuk memenuhi 
kebutuhannya, seperti halnya mendirikan rumah, gedung perkantoran, lahan 
pertanian, perkebunan, perindustrian, pembangunan jalan, jembatan, 
prasarana rekreasi, pendidikan, instansi pemerintah dan lain sebagainya.
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 Insiklopedia bebas, Luas Wilayah Indonesia , diaksess dari http://id.m.wikipedia.org > 
wiki > pada tanggal 28 januari 2019 pukul  5.43 
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Dengan demikian tanah memegang peranan yang sangat strategis 
dalam berbagai sektor kehidupan manusia, Seperti dalam aspek ekonomi, 
politik dan hukum, ketiga aspek tersebut merupakan isu sentral yang saling 
berkaitan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dalam pengambilan proses 
kebijakan hukum pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga 
untuk menjamin kepastian hukum Sebagai mana yang kita ketahui 
bahwasanya tujuan hukum sendiri adalah untuk menciptakan: 1. Keadilan, 2. 
Kepastian Hukum, 3. Kemanfaatan.
3
  
Maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) Telah di 
tentukan bahwa ”Bumi, Air, Ruang Angkasa, dan kekayaan alam lainnya 
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran”. Sebagai tindak lanjut 
dari pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1994 Tersebut pada tanggal 14 
september 1960 diundangkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang 
peraturan dasar pokok Agraria atau disebut dengan singkatan UUPA.
4
  




1) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusan hukum Agraria nasional yang 
merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagian dan 
keadilan bagi Negara dan juga Rakyat. Terutama Rakyat tani dalam 
rangka masyarakat yang adil dan makmur. 
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 Lysa Anggraini, Pengantar Ilmu Hukum, (Pekan Baru, Suska Press,2014) h. 22-24 
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 Bambang Eko supriyadi, Hukum Agraria Kehutanan, (Jakarta,  PT Raja Grafindo 
Persada), 2013 h.7 
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2) Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan 
kesederhanaan hukum pertanahan. 
3) Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum 
mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 
Tanah yang merupakan kekayaan nasional, dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh 
seluruh rakyat indonesia mestilah menjadi modal utama dalam membangun 
Bangsa Indonesia sebagai Bangsa Indonesia yang bermartabat. Sebagai 
mana semangat Bangsa Indonesia yang mampu melepaskan diri dari 
penjajahan kolonialisme Belanda. Pada masa itu Pra Kemerdekaan Republik 
Indonesia Pengaturan disektor Agraria telah berlangsung disetiap daerah 
dengan pola yang disesuaikan dengan corak ekonomi, Politik, sosial, 
kebudayaan daerah. Dapat dikatakan hampir setiap semua kegiatan hidup 
manusia baik secara langsung dan tidak langsung selalu memerlukan tanah. 
Pada saat manusia meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk 
penguburannya begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka 
setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya.
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Dengan adanya hal tersebut maka tak jarang akan menimbulkan 
sengketa tanah didalam masyarakat. Sengketa tersebut timbul akibat adanya 
perselisihan antara beberapa pihak yang dirugikan di atas lahan yang sedang 
bersengketa tersebut, timbulnya sengketa hukum yang bermula dari 
pengaduan suatu pihak (orang/badan) yang berisikan keberatan keberatan 
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dan tuntutan-tuntutan hak atas tanah, prioritas, maupun kepemilikan dengan 
harapan dapat memproleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang berlaku.  
Tanah dalam bahasa yunani adalah pedon, dan dalam bahasa latinnya 
adalah  solum  adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan 
bahan organik, tanah  sangat vital peranananya bagi kehidupan di bumi  
karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara 
dan air sekaligus sebagai penopang akar. Dapat didefenisikan menurut ilmu 
pastinya adalah kumpulan tubuh alam yang menduduki sebagian besar 
planet bumi yang mampu menumbuhkan berbagai tanaman dan sebagai 
tempat makhluk hidup lainnya untuk melangsungkan kehidupan. 
7
 
Sengketa tanah merupakan perebutan hak atas kepemilikan tanah yang 
jelas maupun kepemilikan tanah yang tidak jelas. Sengketa tanah banyak 
terjadi akbat adanya benturan kepentingan antara siapa dengan siapa, sadar 
akan pentingnya tanah untuk tempat tinggal atau kepentingan lainya 
menyebabkan tanah yang tidak jelas kepemilikannya diperebutkan bahkan 
ada yang sudah jelas kepemilikannya masih ada juga di perebutkan, hal ini 
terjadi karena masyarakat sadar akan kepentingan haknya selain itu harga 
tanah yang semakin meningkat.
8
 
Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu 
pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak 
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Helmy Suhendar,” makalah tentang tanah”, diakses dari 
http://helmysuhendar.blogspot.com/makalah -tanah-struktur-jenis.html/, pada 28 januari 2019 
pukul 5.13. 
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atas tanah, baik terhadap status tanah, prerioritas, maupun kepemilikannya 
dengan harapan dapat memproleh penyelesian secara administrasi sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, peraturan yang berlaku tentang kasus 
pertanahan akan timbul karena adanya klaim/ pengaduan/ keberatan dari 
masyarakat (perorangan atau badan hukum) yang berisi kebenaran atau 
tuntutan terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan 
di lingkungan badan pertanahan nasional, serta keputusan pejabat tersebut 
dirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tersebut. 
Dengan adanya klaim tersebut mereka ingin mendapatkan penyelesaian 
secara administrasi dengan apa yang disebut koreksi serta merta dari pejabat 
yang berwenang untuk itu.
9
 
Badan Pertanahan Nasional (disingkat BPN) adalah lembaga 
pemerintah nonkomenterian di Indonesia yang mempunyai tugas pemerintah 
dibidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. BPN dahulu disebut dengan kantor Agraria, BPN diatur melaui 
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015. Pada masa pemerintahan 
Presiden Joko Widodo fungsi dan tugas dari organisasi Badan Pertanahan 
Nasional dan Direktoral Jendral Tata Ruang Kementerian yang bernama 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Atas perubahan sejak 27 Oktober 
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 Ali Achmad c, Hukum Agraria (pertanahan Indonesia), (jakarta,  Pustaka Media, 




2014 Jabatan Kepala BPN dijabat  oleh Menteri Agraria Dan Tata Ruang 
Yaitu Ferry Mursyidan Baldan.
10
 
Dalam melaksanakan tugas, Badan Pertanahan Nasional 
menyelenggarakan Fungsi: 
1) Penyusunan dan penetapan kebijakan dibidang pertanahan; 
2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, 
pengukuran, dan  pemetaan; 
3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengaturan, 
penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan; 
4) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengaturan, 
penataan dan pengendalian kebijakan dibidang pengaturan, 
penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan; 
5) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan 
tanah; 
6) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian 
dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan; 
7) Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan Badan 
Pertanhana Nasional (BPN); 
8) Pelaksanaan koordinasi tugas, pembiaan dan pemberi 
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi 
dilingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN); 
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9) Pelaksanaan pengolaan data informasi lahan pertanian pangan 
berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan; 
10) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang 
pertanahan; dan 




Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) di daerah, di bentuk kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) di provinsi dan kantor Pertanahan di kabupaten/kota. 
Kantor pertanahan dapat di bentuk lebih dari 1 (satu) Kantor Pertanahan di 
tiap Kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 
Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan Fungsi: 
1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan 
Nasional. 
2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta 
sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia. 
3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (land 
tenurenship). 
4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban 
bencana alam dan daerah-daerah konflik. 
5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan 
konflik pertanahan di seluruh indonesia secara sistematis. 






6. Membangun sistem informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), 
dan sistem Pengamanan dokumen. 
7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi 
masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. 
8. Membangun data base kepemilikan dan penguasaan tanah skala 
besar. 
9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-
undangan pertanahan yang telah di tetapkan. 
10. Menata Kelembagaan Badan Pertanahan Nasional. 




Bawan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sultan 
Daulat, kota Subulussalam, Provinsi Aceh, Indonesia. Desa ini merupakan 
salah satu dari 17 desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Sultan 
Daulat. Desa ini yang sebagian besar penduduknya bersuku Pak-Pak Boang 
dan Singkil dan bermata pencaharian Petani. Pada saat terjadinya konflik 
antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Tentara Nasional Indonesia 
(TNI) pada tahun 2000 di Aceh. Yang menyebabkan masyarakat pindah dari 
daerah tersebut untuk menyelamatkan diri dari konflik, bahkan pemerintah 
dan aparat setempat juga memberi himbuan dan peringatan kepada 
masyarakat yang masih berada didesa Bawan untuk segera pindah dan 
meninggalkan desa tersebut, dengan adanya himbauan dan peringatan maka 






desa Bawan yang ditempati kurang lebih 72 kepala keluarga pindah dari 
daerah rawan terjadinya konflik. 
Kepala desa Pasir Belo beserta seluruh masyarakat desa Pasir Belo 
yang saat ini tinggal di daerah tersebut telah mengambil alih serta 
menjualkan lahan yang berada dilokasi desa Bawan tersebut kepada  PT. 
Indo Sawit Perkasa (ISP). Sedangkan lahan yang berada di desa tersebut 
adalah lahan yang ditinggalkan oleh masyarakat sebelumnya akibat 
terjadinya konflik yang saat itu terjadi pada tahun 2000 hingga 2005. Pada 
saat PT. Indo Sawit Perkasa (ISP) mulai bekerja untuk pembersihan lahan. 
 Maka masyarakat yang merasa masih memiliki hak atas lahan di 
daerah tersebut tetap mempertahankan lahan miliknya dan memasang tapal 
batas diatas lahan tersebut, sebelum adanya penjelasan dan penyelesaian 
maka masyarakat meminta kepada pihak PT. Indo Sawit Perkasa (ISP) 
untuk meberhentikan semua aktivitasnya yang berada di lahan tersebut. 
Akan tetapi dari pihak PT. Indo Sawit Perkasa (ISP) tidak mengindahkan 
dan mendengarkan Perkataan dari masyarakat dan tetap memulai 
aktivitasnya. Masyarakat yang saat itu tidak dapat menahan dan mengontrol 
emosinya terjadilah pemukulan dan pembakaran alat berat yang dilakukan 
oleh masyarakat. 
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota (DPRK) sebagai penengah 
dan mendamaikan masyarakat yang bersengketa dan DPRK  juga turun 
langsung kelokasi untuk melihat bukti-bukti atas kepemilikan lahan seperti 




antara masyarakat dan kepala desa sebelumnya yang berada di desa Bawan 
tersebut dan membenarkan bahwa lahan tersebut adalah lahan milik 
masyarakat sebelumnya, lahan yang ditinggalkan akibat terjadinya konflik. 
Maka disini diharapkan peran dari Badan Pertanahan Nasional kota 
Subulussalam untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah sengketa 
terhadap lahan milik masyarakat.  
Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul “KEWENANGAN 
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SUBULUSSALAM 
DALAM MENANGANI KASUS PERTANAHAN AKIBAT KONFLIK 
MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2015 
TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL. 
B. Batasan Masalah  
Untuk menghindari kesalah pahaman dan timbulnya pengertian yang 
berbeda-beda terhadap pemahaman judul yang diajukan, serta untuk 
keseragaman dan kesatuan pengertian pada penelitian ini, maka penulis 
merasa perlu memberikan batasan terhadap judul diatas. Adapun batasan 
sehubungan dengan judul tersebut adalah mengenai kewenangan Badan 
Pertanahan Nasioanal kota Subulussalam dalam menangani kasus 
pertanahan akibat konflik  menurut Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 
2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.  Studi kasus di desa Bawan 





C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis 
mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Kota 
Subulussalam dalam menangai konflik pertanahan yang terjadi di 
desa Bawan Kota Subulussalam? 
2. Apa hambatan Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam 
dalam menangani konflik pertanahan yang terjadi di desa Bawan 
Kota Subulussalam? 
D. Tujuan dan  Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, maka maksud dari tujuan 
penelitian ini adalah sebagai berikut :  
a) Untuk mengetahui kewenangan Badan pertanahan Nasional dalam 
menangani konflik pertanahan yang terjadi pada desa Bawan kota 
Subulussalam. 
b) Untuk mengetahui hambatan Badan Pertanahan Nasional dalam 
menangani konflik pertanahan yang terjadai pada  desa Bawan kota 
Subulussalam. 
2. Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat yang diharapkan penulisdari penilitianini adalah 





1) Manfaat Teoritis. 
a) Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk 
mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan Proposal 
Penelitian guna melengkapi persayaratan untuk pembuatan 
Skripsi di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
b) Untuk memberikan pemikiran dan sumbangsih dalam 
perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu 
hukum pada khususnya. 
c)  Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi refrensi 
Pembuatan karya ilmiah yang akan datang. 
2) Manfaat Praktis  
a) Dengan penulisan Proposal ini diharapkan dapat meningkatkan 
dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum 
dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi pada selanjutnya. 
b) Hasil dari penelitian yang akan penulis teliti diharapkan dapat 
membantu pihak pihak yang terkait dengan permasalahan yang 
akan diteliti nantinya.  
E.   Metode Penelitian  
Metode penelitian merupakan salah satu cara atau jalan memproleh 
kembali pemecahan terhadap segala permaslahan. Penelitian ialah suatu 
kegiatan pencarian, penyidikan, atau percobaan secara ilmiah dalam suatu 




mendapatkan pengertian baru dan meningkatkan ilmu dan teknologi. 
Berdasarkan paparan diatas, maka penulis menyusun metode penelitian 
sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian  
Berdasarkan beberapa uraian singkat yang telah penulis paparkan, 
maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah 
penelitian yuridis sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey 
langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai 
dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui 
observasi, wawancara, dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau 
informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.
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2. Lokasi Penelitian . 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi Desa 
Pasir Belo Kecamatan Sultan Daulat dan kantor Dinas Pertanahan  
Kota Subulussalam. Alasan penulis memilih lokasi ini karena lokasi  
tersebut sangat mudah di jangkau oleh penulis. 
3. Populasi dan Sampel  
Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti 
berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya. 
Sedangkan sampel merupkan sebagian dari populasi yang dapat 
                                                             
13









Adapun yang akan menjadi populasi dan sampel adalah sebagai berikut  
TABEL POPULASI DAN SAMPEL 
No Jenis populasi Populasi Sampel 
1 Badan Pertanahan 
Nasional 
12 1 
2 Masyarakat yang memiliki 
lahan 
72 6 
Jumlah 84 7 
 
4. Sumber Data  
Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau 
fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, 
kesimpulan. 
a) Data Primer  
Data yang diproleh langsung dari lapangan atau objeknya. 
Dalam penelitian ini sumber datanya adalah datayang diproleh 
langsung dari respondem, wawancara dan kajian pustaka yang 
berkenaan dengan yang diteliti. Adapun dalam hal ini peneliti 
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b) Data Sekunder 
Data yang diproleh dengan membaca buku-buku atau 




5. Metode Pengumpulan Data 
Untuk memproleh data-data yang diproleh, Metode pengumpulan 
data    yang digunakan adalah: 
1)  Observasi  
Untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang 
yang terlibat didalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang 
diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang 
bersangkutan yaitu penulis langsung turun ke lokasi penelitian 
untuk melihat langsung mengenai permasalahan yang akan diteliti. 
2) Wawancara 
Untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak 
dapat diperoleh lewat pengamatan yaitu mengemukakan pertanyaan 
pertanyaan secara lisan mengenai masalah yang akan diteliti. 
3) Dokumentasi  
Yaitu data data yang akan diambil langsung dari desa Pasir 
Belo dan masarakat yang memiliki lahan yang dapat berupa 
Gambar, Photo, dan lain sebagainya yang mendukung penelitian 
yang akan diteliti. 
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4) Studi Kepustakaan  
Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian 
kepustakaan yaitu mengkaji literatur-literatur yang tersedia yang 
berkaitan dan berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti.
16
 
F.  Metode Analisi Data 
Dalam rencana penelitian ini yang akan penulis gunakan adalah 
analisa secara deskriptif kualitatif, karena sifat data yang dikumpulkan 
hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, yaitu setelah 
semua sumber data telah berhasil dikumpulkan nantinya, maka penulis akan 
menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara 
utuh dan dapat dipahami secara jelas pada kesimpulan akhirnya.
17
 
G. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan pembaca dan memahami isi dari rencana 
penelitian ini maka penulis menyusun sistematika penulisannya kedalam 
lima (5)  bab dan dibagi bagi ke dalam sub - sub bagian sebagai berikut : 
BAB I   :  PENDAHULUAN 
Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan 
Masalah, Tujuan Penelitian, Mamfaat Penelitian, Metode 
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BAB II : TINJAUAN UMUM 
Tinjauan Umum berisikan tentang gambaran Umum lokasi 
penelitian, yaitu gambaran  umum Desa Bawan Kota 
Subulussalam dan Sejarah, kota Subulussalam. 
BAB III :  TINJAUAN TEORITIS 
Bab Ini berisikan uraian teori, konsep, asas, Norma, doktrin yang 
relevan dengan masalah hukum yang di teliti baik dari buku, 
jurnal Ilmiah, Yuresprudensi maupun Perundang-undangan dan 
sumber data lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 
BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Dalam bab ini akan menjelaskan hasil penelitian tentang 
Kewenangan Badan Pertanahan Nasional kota Subulussalam 
dalam menangani konflik  pertanahan menurut Peraturan Presiden 
nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. 
BAB V :  PENUTUP 
Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan Saran yang 
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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
A. Sejarah kota Subulussalam 
Sejarah kota Subulussalam, merupakan salah satu pemerintahan kota 
yang masih relatif muda dan satu-satunya kota yang berada yang berada 
diwilayah Barat Provinsi Aceh. Kota Subulussalam terbentuk pada awal 
tahun 2007 yaitu 2 Januari 2007  dengan dikeluarkannya Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2007. Wilayah Kota Subulussalam yang memiliki luas 
1.391,00 km2  dan  memiliki regional yang berada di bagian perbatasan 
antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatra utara, dengan batas-batas 
wilayah sebagai Berikut: 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten 
Aceh Tenggara dan Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. 
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Dairi Dan Kabupaten 
Pakpak Barat, Provinsi Sumatera Utara. 
3. Sebelah Selatan berbatsan dengan Kecamatan Singkohor dan 
Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil. 
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Trumon dan Kecamatan 
Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan. 
Kota Subulussaalam terletak pada posisi 02
o 27’ 30” - 03o 00’ 00” dan 
0 97
o
 45’ 00” – 98o 10’ 00” BT/ East Latitude. Pada saat terbentuknya Kota 
Subulussalam memiliki 5 kecamatan dengan 82 Desa dan 8 Kemukiman 





Kecamatan Penanggalan yang terdiri dari 13 desa dan 1 kemukiman, 
Kecamatan Rundeng yang terdiri dari 23 desa dan 2 kemukiman, 
Kecamatan Sultan Daulat yang terdiri dari 19 desa  dan 2 kemukiman serta 
Kecamatan Longkip dengan 10 desa dan 1 Kemukiman.
19
 
Singkatnya tentang Desa Bawan yang berada di Kecamatan Sultan 
Daulat Kota Subulusalam yang berkode pos 24782, Desa ini memiliki 
jumlah penduduk yang sebagian besarnya bersuku pak-pak boang yang 
bermata pencaharian Petani, Hasil pertanian utama di desa ini adalah Sawit, 
jagung, kakao, kelapa, dan lain-lain.
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B. Kota Subulussalam 
“ SUBULUSSALAM SEJAHTERA BERKUALITAS DAN ISLAMI” 
Diterjemahkan sebagai berikut: 
   VISI 
1) Kota Subulussalam menjadi kota yang sejahtera, dalam hal ini 
terkandung cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat Kota 
Subulussalam melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan 
peningkatan pemenuhan pelayanan infrastruktur masyarakat terutama di 
pedesaan sehingga masyarakat yang berada dalam lingkungan kota 
Subulussalam dapat terjamin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 
2) Kota Subulussalam menjadi daerah yang berkuaitas, dalam hal ini 
terkandung cita-cita membangun masyarakat Kota Subulussalam yang 
sehat dan cerdas. Visi ini akan memuat program-program peningkatan 
                                                             
19







kualitas dan mutu pendidikan baik Suprastruktur maupun Infrastruktur 
dan membebaskan biaya pendidikan bagi masyarakat kota Subulussalam 
serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dan 
gratis. 
3) Kota Subulussalam menjadi kota yang islami, dalam  visi ini  terkandung 
cita-cita dan keinginan, mewujudkan masyarakat Kota Subulussalam 
yang Islami dengan menjalankan Syari’at Islam secara khaffah, untuk 
mencapai keinginan tersebut akan dikembangkan pendidikan keIslaman 
baik formal maupun non formal serta menumbuhkembangkan kegiatan-
kegiatan sosial kemasyarakatan yang bernuansa islami dalam kehidupan 
masyarakat. 
MISI 
 Dalam Mewujudkan visi Kepala Daerah tersebut ditempuh melalui 
7 (tujuh ) misi Pembangunan kota Subulusssalam Sebagai Berikut: 
a) Mewujudkan Peningkatan pembangunan serta penyediaan saran dan 
prasana pendidikan yang memadai dan penyedian tenaga pedidik yang 
berkualitas. Hal ini bertujuan mewujudkan upaya pemerintah Kota 
Subulussalam untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui 
pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang digunakan 
sebagai tempat belajar dan mengajar baik peningkatan Pembangunan 
ruang kelas baru maupun pembangunan sekolah baru serta memenuhi 
peralatan yang menunjang kegiatan belajar agar terwujudnya 




merata, relevan, dan setara bagi setiap masyarakat dalam memproleh 
pendidikan tanpa memandang status sosial, suku, etnis, dan agama. 
b) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan gratis dengan 
didukung ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta 
pelayanan yang berkualitas. Didalam upaya peningkatan  pelayanan 
kesehatan yang berkualiatas  maka akan diupayakan untuk melengkapi 
sarana dan fasilitas alat-alat kesehatan, menambah dokter spesialis dan 
meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan untuk memiliki 
kompetensi yang baik. 
c) Mewujudkan serta meningkatan pembangunan infrastruktur daerah 
dalam rangka memenuhi pelayanan dasar masyarakat ke arah 
peningkatan kualitas sumber daya manusia. 
d) Mewujudkan program peningkatan ekonomi kerakyatan dengan 
berbasis pemanfaatan potensi daerah melalui komoditi unggulan yang 
memiliki nilai prospek pasar yang baik. Disamping itu akan dilakukan 
upaya untuk mengembangkan struktur perekonomian daerah dengan 
menggali potensi dan produk unggulan hasil kreatifitas daerah yang 
mampu berdaya saing melalui pengembangan kewirausahaan terutama 
usaha kecil dan menengah, sehingga dapat menciptakan lapangan 
baru. 
e) Mewujudkan kemandirian desa melalui program pembangunan desa 
secara terpadu. Misi ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah 




dengan prioritas meningkatkan kapasitas lembaga dan aparatur dalam 
menyelengarakan manajemen pemerintahan desa serta menjalankan 
fungsi seluruh kantor-kantor desa yang ada di wilayah kota 
subulussalam dengan memberikan pendelegasian urusan pemerintahan 
yang jelas kepada pemerintah desa agar pelaksanaa tugas berjalan 
pada koridor yang jelas dan tepat. 
f) Mewujudakan penataan manajemen pemerintahan  daerah yang baik. 
Upaya peningkatan kinerja pelayanan publik melalui peningkatan 
kulitas kinerja lembaga pelayanan perizinan terpadu dan mengaktifkan 
penyelengaraan posko pengaduan layanan publik. Upaya peningkatan 
kinerja keuangan daerah melalui peningkatan kualitas pelaksanaan 
anggaran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi (e- 
Goverment) dan peningkatan penerimaan  pendapatan  asli daerah 
melalui pembentukan sektor adalan penerimaan PAD. 
g) Mewujudkan penetapan syariat Islam melalui penguatan kembali 
sistem sosial yang berbasis islami dalam kehidupan bermasyarakat 
serta meningkatkan kembali sarana rumah-rumah persulukan yang 
dibangun secara permanen dan bantuan sosial keagamaan. Misi ini 
merupakan upaya pemerintah Kota Subulussalam meningkatkan 
penerapan syariat Islam secara khaffah di lingkungan kota 
Subulussalam melalui sarana dan prasarana  tempat beribadah, 
meningkatkan kualitas pesantren, membentuk qanun tentang hukum 




Menanamkan nilai-nilai islam dan menumbuh kembangkan Akhlakul 




Keistimewaan daerah Aceh merupakan pengakuan dari bangsa 
Indonesia yang diberikan kepada Aceh karena perjuangan dan nilai-nilai 
hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai 
landasan speritual, moral dan kemanusiaan. Keistimewaan bagi Aceh adalah 
kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, 
pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan pemerintahan daerah. 
Dalam hal ini Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan 
khusus untuk wilayah Aceh dalam hal mengenai pertanahan seperti didalam 
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 menegenai peralihan Badan 
Pertanahan Nasional Aceh menjadi dinas Pertanahan Aceh. 
D. Dinas Pertanahan kota Subulussalam 
Kantor Dinas Pertanahan kota Subulussalam yang beralamat dijalan Teungku 
umar, desa Lae Oram, Kecamatan simpang Kiri, Kota Subulussalam, Aceh 
24782 yang meliputi daerah kerja dikota Subulussalam dengan lima (5) 
kecamatan yakni; 
1) Kecamatan Simpang Kanan. 
2) Kecamatan Simpang Kiri. 
3) Kecamatan Penanggalan. 
4) Kecamatan Sultan Daulat. 





5) Kecamatan Rundeng 
Gambar ii.1 














A. Badan Pertanahan Nasional 
Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga nonkementrian di 
Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di 
bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. Pada masa 
Pemerintahan Presiden Joko widodo fungsi dan tugas dari organisasi Badan 
Pertanahan Nasional dan Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementrian 
Pekerjaan Umum, atas perubahan ini sejak 27 juli 2016 dijabat oleh Menteri 
Agraria dan Tata Ruang yaitu oleh Sofyan Djalil.22 
Pada era 1960 sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria 
(UUPA), Badan Pertanahan mengalami beberapa kali pergantian 
penguasaan dalam hal ini kelembagaan. Tentunya masalah ini berpengaruh 
pada pengabilan kebijakan. Ketika dalam naungan Kementrian Agraria 
sebuah kebijakan diproses dan di tindaklanjuti dari struktur pimpinan pusat 
sampai pada tingkat kantah, namun ketika dalam naungan departemen 
dalam Negeri hanya melalui Dirjen Agraria sampai ketingkat Kantah. 
Disamping itu secara kelembagaan badan pertanahan mengalami perubahan 
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B. Sejarah Badan Pertanahan Nasional 
1. 1960- 1970 
1960 
Pada awal berlakunya  UUPA,  Semua bentuk Peraturan tentang 
pertanahan termasuk peraturan pemerintah masih dikeluarkan oleh 
Presiden dan mentri kehakiman. Kebijakan itu ditempuh oleh Pemerintah 
karena pada saat itu indonesia masih mengalami masa transisi. 
1965 
Pada tahun 1965 Agraria dipisah dan  dijadikan sebagai lembaga 
yang terpisah dari naungan mentri pertanian dan pada saat itu mentri 
agraria dipimpin oleh R. Hermanses. S.H. 
1968 
Pada tahun 1968 secara kelembagaan mengalami perubahan. Pada 
saat itu dimasukkan kedalam bagian departemen dalam negeri dengan 
nama Direktorat Jendral  Agraria.
24
   
C. Kebijakan Pertanahan di Indonesia 
Kebijakan pertanahan di Indonesia seringkali dipertanyakan oleh  
semua orang di negeri ini. Banyak pendapat kritis yang dilontarkan 
menyatakan kebijakan pertanahan di Indonesia tidak komprehensif, 
walaupun sudah jelas tertuang dalam konstitusi negara bahwa pengolahan 
sumber daya alam, termasuk tanah untuk sebenar-benarnya untuk 
                                                             




kemakmuran rakyat. Kebijakan pertanahan yang dirumuskan dalam pasal 3 
ayat (3) UUD 1945 didasarkan pada konsepsi bahwa semua tanah adalah 
tanah bangsa Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 
penguasaannya ditugaskan pada negara untuk digunakan sebesar-besarnya 
terhadap kemakmuran rakyat Indonesia. Hak menguasai oleh negara pada 
intinya dirumuskan pada pasal 2 UUPA, yang memberikan kewenangannya 
untuk mengatur dan menetapkan sebagai segi penguasaan tanah yang sejak 
semula menurut sifatnya selalu dianggap sebagai tugas pemerintah pusat. 
Bidang pertanahan sebagai salah satu bidang pemerintahan yang wajib 
dilaksanakan  oleh kabupaten/kota dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 
22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Tidak harus dicerna bahwa 
wewenang bidang tersebut berada di kabupaten/kota. Wewenang yang 




Karena dalam pemberian otonomi tersebut berada dalam bingkai 
Negara kesatuan, kebebasan mengatur dan mengurus bidang pertanahan 
yang dasar dan pokok-pokok ketentuan hukum pertanahan yang berlaku 
nasional sebagai yang dinyatakan dalam kata-kata “Sesuai dengan Peraturan 
Perundang-Undangan”. Sehubungan dengan itu, otonomi jelas tidak 
diartikan sebagai Penyerahan pengaturan dan pengurusan segala segi 
masalah pertanahan sepenuhnya pada kabupaten dan kota masing-masing, 
tetapi tetap kewenangan-kewenangan pengaturan hal-hal yang bersifat 
                                                             




pokok dan umum. Serta pembinaan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan 
kewenangan otonomi tersebut oleh pemerintah daerah masing-masing. 
Dengan demikian, kendati daerah akan memang dan harus meperhatikan 
kepentingan dan aspirasi masyarakatnya yang beragam, tetapi akan 
menjamin keserasian yang bersifat nasional. 
Untuk itu perlu suatu ketentuan perundang-undangan yang secara jelas 
mengatur kewenangan-kewenangan yang didelegasikan kepada pemerintah 
daerah.  Dari materi muatan yang terdapat dalam UUD 1945, TAP MPR 
Nomor IX/2001 tentang pembaruan Agraria dan pengelolaan Sumber Daya 
Alam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar 
pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang 
pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
pembagian urusan pemerintahan antar pemerintah, Pemerintah daerah 
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/Kota, kewenangan dari pusat 
meliputi hukum, kebijakan, pedoman mengenai pemberian hak-hak atas 
tanah, pendaftaran, landreform, dalam bentuk undang-undang maupun, 
Peraturan pemerintah maupun keputusan Presiden.
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Pertimbangan kepengurusan pertanahan menjadi kewenangan 
pemerintah pusat antara lain: 
1. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan Tanah air dari seluruh 
rakyat indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia (Pasal 1 ayat 
1 UUPA). 





2.  Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk semua kekayaan alam 
yang terkandung didalamnya bangsa indonesia. 
D. Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Konflik 
Pertanahan 
Instansi pemerintahan yang diberikan kewenangan mengurusi 
administrasi pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik 
Indonesia. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubah menjadi 
kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan 
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 kemudian diubah menjadi tata 
ruang dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentanag badan 
Pertanahan Nasioanal Yang ditetapkan Pada 21 januari 2015. 
Kementrian Agraria dan Tata Ruang memiliki fungsi: 
1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang tata 
ruang, infrastruktur keagrarian, hubungan hukum keagrariaan, 
penataan keagrariaan/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian 
pemamfaat ruang dan pengusaan tanah, serta penanganan masalah 
agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah. 
2) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 
administrasi kepada seluruh  unsur organisasi dilingkungan 
kementerian Agraria dan Tata Ruang. 
3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara menjadi tanggung jawab 




4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 
kementerian Agraria dan Tata Ruang didaerah, dan 
5) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substansif kepada seluruh unsur 
organisasi dilingkungan kementerian Agraria dan Tata Ruang. 
Badan Pertanahan Nasional memiliki Fungsi: 
1) Penyusunan dan penetapan kebijakan dibidang pertanahan. 
2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang survei, pengukuran, 
dan pemetaan. 
3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penetapan hak 
tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat. 
4) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengaturan, 
penataan, dan pengendalian kebijakan pertanahan. 
5) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan tanah. 
6) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian dan 
penanganan sengketa dan perkara pertanahan. 
7) Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan BPN. 
8) Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 
administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan BPN. 
9) Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan 
dengan berkelanjutan dan informasi dibidang pertanahan. 
10) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang pertanahan. 





12) Pelaksanaan dan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan 
berkelanjutan, dan informasi dibidang pertanahan. 
13) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan. 
14) Pelaksanaan peneliti dan pengembangan dibidang pertanahan. 




1.  Sengketa Tanah 
Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan 
pendapat, pertikaian atau perbantahan. Kata sengketa, perselisihan dan 
pertentangan didalam bahasa inggris sama dengan “Conflict” atau 
“dispute”Keduanya mengandung pengertian tentang adanya kepentingan 
diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. 
Kosa kata ”conflict” dalam bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, 
sedangkan kosa kata “dispute”, diterjemahkan dengan artian sengketa. 
Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan 
pendapat antara dua belah pihak atau lebih yang berperkara di 
pengadilan. 
Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan 
persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang 
dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki 
seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik atau 
sosial. Sebuah konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang 
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merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, 
baik secara langsung kepada pihak lain yang dianggap sebagai penyebab 
kerugian. Kasus-kasus yang menyangkut masalah sengketa pertanahan 
dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan memiliki kecenderungan 
untuk meningkat didalam kompleksitas permasalahannya maupun 
kuantitas  seiring dinamika dibidang ekonomi, sosial, dan politik. Tanah 
sebagai sebagai hak semua orang rawan memunculkan konflik maupun 
sengketa. Sengketa kepemilikan tanah dapat diklasifikasikan menjadi 
dua: pertama, sengketa kepemilikan tanah melibatkan dua individu 
maupun lebih terkait keabsahan kepemilikan tanah. Sengketa 
kepemilikan tanah model ini lebih bersipat perisal dan horizontal. Kedua,  
sengketa yang melibatkan pemerintah sebagai kepala negara, Swasta 
sebagai pengelola yang mendapatkan izin dari pemerintah dan 
masyarakat sebagai integral dari negara, maka dari itu sengketa model ini 
lebih bersifat vertikal dan stuktural. 
Tipologi kasus-kasus dibidang pertanahan secara garis besar 
dapat dipilih menjadi 5 kelompok yakni sebagai berikut:  
1. Kasus-kasus yang berkenaan dengan penggarapan masyarakat 
atas tanah-tanah perkebunan, kehutanan, dan lain-lain. 
2. Kasus-kasus yang berkenaan dengan peraturan Ladreform. 
3. Kasus-kasus yang berkenaan dengan akses-akses penyediaan 
tanah untuk pembangunan. 




5. Sengketa yang berkaitan dengan hak ulayat. 
 Sengketa tanah merupakan fenomena sosial yang kerap terjadi di 
negara berkembang. Hal ini dikarenakan belum optimalnya kebijakan 
pemerintahan dalam pengaturan kerangka strategis pada sektor agraria, 
baik secara pengelolaan, pemamfaatan, dan penguasaan tanah serta 
kekayaan yang terkandung didalamnya serta akses dari kebijakan politik 
Agraria sebagai akibat peubahan iklim politik. Penanganan sengketa 
kepemilikan tanah mestilah dilakukan dengan tepat sesuai dengan 
peraturan dan kelembagaan. Dampak dari sengketa  dapat juga membuat 
penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang 
berkenaan terhadap Tata Ruang.
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2. Penyebab Timbulnya Sengketa 
Terjadinya konflik pertanahan sebagai akibat dari dampak kegiatan 
industri yang berkaitan erat dengan bentuk hubungan sosial yang terjalin 
antara stakeholder, masyarakat, pemerintah, pihak pengusaha industri, 
serta instansi-instansi lain (termasuk lembaga swadaya masyarakat dan 
lembaga keagamaan) yang aktivitasnya terkait langsung dengan ketiganya, 
Secara umum sengketa tanah yang sering terjadi dapat dibagi menjadi lima 
kelompok, yaitu: 
a) Sengketa disebabkan oleh kebijakan pada masa orde baru. 
Pemerintah orde baru menetapkan tanah sebagai sumber daya 
agraria tidak lagi menjadi sumber produksi atau tanah tidak lagi 
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menjadi kemakmuran rakyat, melainkan tanah sebagai aset 
pembangunan demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang bahkan 
kebijakan itu sangat merugikan kepentingan rakyat. Kebijakan 
pemerintah orde baru dapat menimbulkan sengketa penguasaan 
sumber daya agraria antara pemilik sumber daya agraria dalam hal 
ini rakyat dengan para pemilik modal yang di fasilitasi oleh 
pemerintah. 
b) Tumpang tindih peraturan perundang-undangan tentang sumber daya 
agraria. 
 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai induk dari 
sumber daya agraria lainnya, namun dalam perjalanan waktu 
dibuatlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
sumber daya agraria yang tidak menepatkan UUPA sebagai Undang-
Undang Induknya, bahkan justru menepatkan UUPA sejajar dengan 
Undang-Undang agraria lainya sebagai Undang-Undang sektoral 
(Undang-Undang Kehutanan), Undang-Undang Petambangan, 
Minyak dan Gas bumi, Undang-Undang Lingkungan, dan Undang-
Undang Tata Ruang, yang mengacu pada UUPA. 
c) Tumpang Tindih Penggunaan Tanah. 
Tumpah tindih kegunaan tanah tergantung pada kebijkan 
pemerintah dalam pemamfaatan tanah yaitu pemaafaatan tanah yag 
tidak sesuai dengan rencan tata ruangnya, sebagai contoh pemberian 




ditengah-tengah perumahan, berdirinya perumahan dikawasan 
industri. 
d) Yang Kualitas sumber daya manusia dari aparat pelaksana peraturan 
sumber daya agraria. 
Dalam melaksanakan tugasnya, aparat pelaksanaan melakukan 
penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 
menyebabkan timbulnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme 
(KKN). Aparat pelaksanaan lebih mementingkan kepemilikan para 
modal dari pada kepentingan kepemilikan tanah atau mengacuhkan 
kelestarian hidup. 
e) Berubahnya pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah. 
Terkait tanah sebagai aset pembangunan, maka muncul 
perubahan pola pikir masyarakat terhadap penguasan tanah, yaitu 
tidak lagi menempatkan tanah sebagai sumber produksi, akan tetapi 




3)   Penyelesaian Sengketa. 
Penyelesian sengketa pada kondisi masyarakat yang masih 
sederhana, dimana hubungan kekerabatan dan kelompok  masih kuat, 
maka pilihan institusi yang bersifat kerakyatan (Folk Institutions), karena 
institusi penyelesaian sengketa atau konflik yajng bersifat tradisional 
bermakna sebagai institusi penjaga keteraturan dan pengembalian 






keseimbangan magis dalam masyarakat. Sedangkan konflik-konflik atau 
sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat modern dimana relasi 
lebih bersifat individualistik dan berorientasi pada perekonomian pasar, 
cenderung diselesaikan melalui institusi penyelesaian sengketa yang 
mengacu pada hukum negara (state institutions) yang bersifat legalistik. 
Penyelesaian konflik pertanahan dengan negosiasi dilakukan oleh 
para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan bagi kedua 
pihak dengan jalan win-win solution, tidak ada masyarakat yang merasa 
dirugikan, penyelesaian sengketa pertanahan dengan cara musyawarah 
dan mufakat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketanya 
dengan melibatkan keluarga para pihak yang disaksikan oleh para 
pemuka agama atau para pemuka masyarakat. Sedangkan penyelesaian 
sengketa dengan cara mediasi yang mana para pihak menunjuk pihak-
pihak tertentu yang dihormati dan dihargai sebagai mediator (penengah) 
dalam penyelesaian tersebut. 
Penyelesaian sengketa dapat digolongkan kedalam beberapa cara, 
yakni berdasarkan pihak-pihak yang menyelesaikan sengketa dapat 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
1) Mediasi, yaitu proses penyelesaian sengketa dimana pihak ketiga 
yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian 
sengketa. Sifat pihak ketiga tersebut adalah pasif dan sama sekali 
tidak berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan 




2) Konsiliasi, adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang 
melibatkan pihak ketiga yang diikut sertakan dalam menyelesaikan 
sengketa yaitu orang secara profesional sudah dapat dibuktikan 
keahliannya, konsiliator memiliki peran yang sangat penting oleh 
karena itu konsiliator berkewajiban menyampaikan pandangannya 
mengenai duduk persoalan yang dihadapi, bagaimana cara 
penyelesaiannya, apa keuntungan dan kerugian para pihak serta 
akibat-akibat hukumnya. Konsiliator tidak berhak membuat 
keputusan dalam sengketa unuk dan atas nama para pihak. 
3) Arbitrase, adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa yang 
melibatkan pengambilan keputusan oleh satu atau lebih hakim 
swasta yang disebut dengan arbiter, arbiter berperan sangat aktif 
sebagai mana halnya dengan seorang hakim. Dalam hal arbiter 
tunggal maupun majelis arbiter berkewajiban untuk memutuskan 
sengketa yang disampaikan kepadanya secara profersional. Arbiter 
harus profesional  dalam hal ini. 
Penyelesaian sengketa dalam kepemilikan tanah yang bersifat 
vertikal struktural harus dilakukan dengan konperehensif agar 
permasalahan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan 
tuntas. Untuk itu penyelesaian sengketa pertanahan tersebut harus 
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 




penyelesaian sengketa kepemilikan  tanah tersebut dapat mengatasi 
permasalahan serta kepentigan pihak yang bersengketa. 
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4) Hak- Hak Atas Tanah  
Pada pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa, bumi, air, dan 
ruang angkasa. Termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi 
kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari negara termaksud dalam 
UUPA (pasal 1 ayat 2) memberi wewenang kepada negara untuk 
mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, pengunaan, persedian, 
memelihara bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. 
a) Menentukan  dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. 
b) Menentukan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan 
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang 
angkasa. Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang 
dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam- macam hak 
atas  permukaan bumi, yang disebut tanah, tanah, yang dapat  
diberikan dan dipunyai oleh orang-orang lain serta badan-badan 
hukum UUPA, pasal 4 ayat 1. Pasal ini memberikan wewenang 
untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demekian pula 
tubuh bumi dan air serta ruang diatasnya. 
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5) Jenis-jenis Atas Tanah 
1. Hak milik.  
Adalah hak yang paling kuat atas tanah, yang memberikan 
kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu 
hak lain diatas bidang tanah hak milik yang dimilikinya tersebut. 
2. Hak Guna Usaha. 
Hak guna usaha adalah untuk mengusahakan tanah yang 
dikuasai langsung oleh negara, guna perusahaan pertanian, perikanan 
atau pertemakan dengan jangka waktu 35 tahun dan dapat 
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Sesudah 
jangka waktu dan perpanjangannya berakhir kepemegang hak dapat 
diberikan pembaharuan hak guna usaha diatas tanah yang sama. 
Diberikan paling sedikit luasnya 5 hektar harus dikelola dengan 
investasi modal yang layak dengan teknik perusahaan yang baik 
sesuai dengan perkembangan zaman, hak guna usaha dapat dipunyai 
warga Negara Indonesia, dan badan  hukum yang didirikan 
berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 
Tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha adalah tanah 
negara.  
Hak guna usaha terjadi karena penetapan pemerintahan. Hak 
guna usaha setiap peralihan, hapusnya dan pembenamaya dengan 
hak lain. harus didaftarkan dikantor pertanahan setempat. 




guna usaha dapat jadikan jaminan utang dengan dibebani hak 
tanggungan. 
3. Hak Guna Bangunan. 
Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan 
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya 
sendiri, yang dapat berupa tanah negara, tanah bak pengelolaan, 
tanah hak milik orang lain dengan jangka waktu paling lama 30 
tahun diperpanjang paling lama 20 tahun. Setelah berakhir jangka 
waktu dan perpanjangan dapat diberikan pembaharuan baru hak 
guna bangunan diatas tanah yang sama. Hak guna bangunan dapat 
beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 
 Hak guna bangunan dapat dipunyai warga negara Indonesia 
dan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia. Hak guna bangunan terjadi karena 
penetapan pemerintah. Hak guna bangunan setiap peralihan, 
hapusnya dan pembebanannya dengan hak lain. Harus didaftarkan 
dikantor pertanahan setempat, pendaftaran dimaksud merupakan 
pembuktian yang kuat. Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan 
hutang dengan dibebani hak tanggungan. 
4. Hak Pakai. 
Hak pakai adalah hak untuk menggunakanan dan atau 
memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau 




yang di tentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang 
berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik 
tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian 
pengelolaan tanah segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan 
jiwa dan ketentuan perundang-undangan, hak pakai dapat diberikan: 
a) Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya 
dipergunaan untuk keperluan yang tertentu. 
b) Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa 
berupa apapun. 
c) Pemberian hak pakai tidak boleh diberikan syarat-syarat yang 
mengandung unsur-unsur pemasaran. 
d) Yang mempunyai hak pakai adalah warga negara Indonesia, 
orang asing yang berkedudukan di negara Indonesia, badan 
hukum yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan 
kedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempuyai 
perwakilan di Indonesia.   
6) Hak Sewa 
Hak sewa adalah seseorang atau sesuatu badan hukum 
mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak 
memepergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan 
dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai tanda 





a) Satu kali pada tiap-tiap waktu tertentu. 
b) Sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan. 
c) Perjanjian sewa tanah yang dimaksud dalam pasal ini tidak 
boleh disertai syarat-syarat yang mengandung pemerasan. 
Yang dapat memegang hak sewa adalah warga negara 
indonesia, orang asing yang berkedudukan di indonesia, 
badan hukum yang didirikan menurut hukum di indonesia 
dan berkedudukan di indonesia, badan hukum asing yang 
mempunyai perwakilan di indonesia. 
7)  Hak membukan tanah dan memungut hasil hutan. 
Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat 
dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan 
pemerintahan dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan 
secara sah tidak dengan sendirinya diproleh hak milik atas tanah itu. 
Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena: 
a. Jual beli. 
b. Tukar Menukar. 
c. Penyertaan dalam modal. 
d. Hibah. 
e. Pewarisan. 
6) Hapusnya Hak Atas Tanah 




b. Dibatalkan sebelum jangka waktunya berakhir karena suatu syarat 
yang tidak dipenuhi. 
c. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka 
waktuya berakhir. 
d. Dicabut untuk kepentingan umum. 
e. Ditelantarkan. 
f. Tanahnya musnah. 
g. Beralih kewarganegaraan asing (khusus hak milik) atau badan 
hukum asing (Khusus HGU dan HGB).
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E. Sejarah dan asal usul terjadinya konflik pertanahan di Indonesia. 
Pembukaan tanah perkebenunan pada masa Hindia Belanda selalu 
menimbulkan sengketa antara penguasa dan rakyat. Hal ini disebabkan 
tanah perkebunan baru berada dalam kawasan tanah yang dikuasai oleh 
rakyat dengan hak-hak adat telah melegetimasi Negara pemerintah untuk 
memiliki tanah-tanah yang kemungkinan besar berada dalam kawasan hak 
ulayat, rakyat pribumi kerap kali dituduh telah melanggar hak, yang sering 
kali dirumuskan dalam bentuk tuduhan memakai tanah tanpa izin atau 
secara liar. Terhadap  hal-hal  yang  demikian, pemerintah Hindia Belanda 
mengeluarkan ketentuan odonatine tanggal 7 oktober 1937. 
 Menurut beberapa pakar penyebab terjadinya konflik  di bidang 
pertanahan di Indonesia ialah keterbatasan kesedian tanah, Ketimpangan 
dalam struktur penguasaan tanah, ketiadaan persepsian yang sama antara 
                                                             




sesama pengelolaan negara mengenai makna penguasaan tanah oleh negara, 
inkonsisteni, dan ketidaksikronisasian antar undang-undang dengan 
kenyataan dilapangan seperti terjadinya manipulasi pada masa lalu yang 
mengakibatkan pada era reformasi sekarang ini muncul kembali gugatan 
dualisme kewenangan (pusat daerah) tentang urusan pertanian serta ketidak 
jelasan mengenai kedudukan hak ulayat, dan masyarakat hukum adat dalam 
system perundang-undangan agraria pada tahun 1930, pemerintah Belanda 
dibawah Gubernur van den bosch,  yang menggunakan konsep tanam paksa. 
 Pada masa tanam paksa para pemilik dikenai pajak wajib 
mengalokasikan tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku diekspor, 
seperti nila, kopi, tembakau, teh, tebu, hasilnya  dengan harga yang sangat 
murah, dengan demikian pemerintah Hindia Belanda mendapatkan 
keuntungan yang sangat besar. 
Kebijakan pemerintah kolonial selanjutnya berubah menjadi masa 
liberalisme, dimana konsep tanah bukan lagi milik negara tapi menjadi milik 
swasta. Para pemodal asing diperbolehkan mempunyai aset agrarian, dan 
rakyat sebagai penggarapnya ketika itu perkebunan yang menghasilkan 
tumbuhan yang  berorientasikan ekspor yang memberiakan keuntungan luar 
biasa bagi para pemodal Belanda, sementara rakyat menderita dengan 
dipaksa menjadi tenaga kerja murah. 
Ketika Belanda hengkang dan digantikan Jepang, pihak Jepang 
memaksa penduduk untuk menyerahkan padi yang dihasilkan oleh petani, 




pengusaha asing dan menanaminya lalu menyerahkan hasilnya kepihak 
jepang. Maka rakyat menganggap  telah memproleh tanah mereka kembali 
yang dirampas Belanda.  Pada masa terbentuknya VOC (verenigde Oost 
Indische Compagnie) didirikan sebagai badan perdagangan dengan maksud 
untuk mencegah atau menghindari persaingan antara  pedagang Belanda 
yang mendapat monopoli dari Asia Selatan, yang membeli murah dan 
menjual mahal rempah-rempah sehingga memproleh keuntungan yang 
sebesar-besarnya. 
VOC mengadakan hukuman secara berat didaerah-daerah yang 
dikuasaimya, dalam hal ini memperdulikan hak-hak tanah yang dipegang 
oleh rakyat dan raja-raja Indonesia, Beberapa kebijakan politik pertanian 
yang sangat menindas rakyat pribumi yang di terapkan oleh VOC antara 
lain: 
1) Contingenten, Yaitu pajak atas hasil tanah yang diserahkan kepada 
penguasa koloni (kompeni). 
2) Verpliche Levernatem, yaitu suatu bentuk ketentuan yang diputuskan 
oleh kompeni dengan raja tentang kewajiban menyerahkan seluruh 





3)  Roerendiensten, kebijakan ini dikenak dengan nama kerja rodi, yang 




PERIODE 2013- 2015 
Pada 2 oktober 2013 terbit peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 
2013 tentang Badan Pertanahan Nasional sebagai berikut: 
a. Penyusunan dan kebijakan dibidang pertanahan. 
b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan, rencana, program, dan kerja 
sama dibidang pertanahan. 
c. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembangunan, dan pemberi 
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi 
dilingkungan BPN RI. 
d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penetapan hak-
hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat. 
e. Perumusan dan kebijakan dibidang penetapan hak tanah, 
pedaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat. 
f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengaturan, 
penataan, dan pengendalian kebijakan pertanahan. 
g. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan tanah 
bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan penetapan hak 
tanah instansi. 
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h. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengkajian dan 
penanganan sengketa dan perkara pertanahan. 
i. Pengawasan dan pembinaan fungsional atas pelaksanaan tugas 
dibidang pertanahan. 
j. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan 
berkelanjutan dan informasi dibidang pertanahan. 
k. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan. 
l. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang pertanahan. 
m. Pelaksanaan pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan 
pengembangan sumber daya manusia dibidang pertanahan, dan. 
n. Penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain dibidang pertanahan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
PERIODE 2016-2013 
 Pada 11 April 2006  terbit Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun  
2006 tentang Badan Pertanahan Nasional yang menguatkan kelembagaan 
Badan Pertanahan Nasional, dimana tugas yang diemban BPN RI juga 
menjadi semakin luas, BPN RI bertanggung jawab langsung kepada 
Presiden, dan melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan 
nasional, regional, dan sektoral, dengan fungsi; 
a. Perumusan kebijakan dibidang pertanahan. 
b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertaahan. 





d. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan 
pemetaan dibidang pertanahan. 
e. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang pertanahan. 
f. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian 
hukum. 
g. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah, pelaksanaan 
penatagunaan tanah, reformasi agraria, dan penataan di wilayah-
wilayah khusus. 
h. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik 
Negara/daerah bekerjasama dengan Departemen keuangan. 
i. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilik tanah; 
 PERIODE 2000-2006 
 Pada periode ini BPN beberapa kali mengalami perubahan struktur 
organisasi. Keputusan Presiden Nomor 95 tahun 2000 tentang Badan 
Pertanahan Nasional mengubah struktur organisi eselon satu di Badan 
Pertanahan Nasional. Namun yang lebih mendasar adalah keputusan 
presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah 
dibidang Pertanahan. Disusul kemudian terbit keputusan Presiden Nomor 
103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan,  susunan 
organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non departemen, dan 
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang kebijakan Nasional 
dibidang pertanahan memposisikan BPN sebagai lembaga yang menangani 





 Pada tahun 1999 terbit Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 
1999 Tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988 
Kepala Badan Pertanahan Nasional dirangkap oleh mentri dalam negeri 
Republik Indonesia Pelaksanaan  pengelolaan pertanahan sehari-harinya 
dilaksanakan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. 
PERIODE 1993-1998 
 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 tahun 1993, Tugas 
kepala Badan Pertanahan Nasional yang dirangkap oleh Menteri Negara 
Agraria Kedua lembaga tersebut dipimpin oleh satu orang sebagai Menteri 
Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan 
tugasnya, kantor Menteri Negara Agraria berkonsentrasi merumuskan 
kebijakan yang bersifat koordinasi, sedangkan Badan Pertanahan Nasional 
lebih berkonsentrasi pada hal-hal yang bersifat oprasional. 
Pada 1994 Mentreri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan 
nasional Nomor 5 Tahun 1994, Tentang susunan Organisasi dan Tata kerja 
staf  Kantor Menteri Negara Agraria. 
Periode berdirinya BPN dan masa sesudahnya, 1988-1993 
Tahun 1998 merupakan tonggak bersejarah karena saat itu terbit 
keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Badan Pertanahan 
Nasional. Sejalan dengan meningkatnya Pembangunan Nasional yang 
menjadi tema sentral proyek ekonomi-politik Orde Baru, Kebutuhan akan 




agraria bertambah berat dan rumit untuk mengatasi hal tersebut, Status 
Direktorat Jenderal Agraria ditingkatkan menjadi lembaga pemerintahan 
Non departemen dengan nama Badan Pertanahan Nasional Dengan lahirnya 
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tersebut badan Pertanahan 
Nasional bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 
1. Masa Kolonial Balanda dan Jepang 
Sejak berlakunya Agrarische Wet tahun 1870, Pemerintah 
Kolonial Belanda mengeluarkan Staatblad 1823 Nomor 164 yang 
menyebutkan bahwa penyelenggaraan kadastral diserahkan kepada 
lembaga yang diberi nama Kadasteral Dient Perannya yang sangat 
strategis membuat pejabatnya diangkat dan diberhentikan langsung 
oleh Gubernur Jenderal. Ketika masa Penjajahan Belanda digantikan 
oleh Jepang pada tahun 1942, tidak diadakan perombakan besar atas 
peraturan tanah Kadasteral Dient, Misalnya masih dibawah 
departemen kehakiman, hanya namanya yang saja diganti menjadi 
Jawatan Pendaftaran Tanah dan namanya menjadi kantor Pendaftaran 
Tanah. Namun demikian, pada masa penjajahan Jepang dikeluarkan 
peraturan yang melarang pemindahan hak atas benda tetap/tanah 
(Osamu Sierei Nomor 2 Tahun 1942) Penguasaan tanah Partikelir juga 
dihapuskan oleh pemerintahan Dai Nippon. 
2. Masa Kemerdekaan 1945 -1960 
Pasca Proklamasi kemerdekaan, sesuai dengan semangat 




Indonesia bertekad membenahi dan menyempurnakan pengelolaan 
pertanahan landasan hukum pertanahan yang masih menggunakan 
produk hukum warisan pemerintah belanda mulai diganti. Melalui 
Departemen dalam Negeri, Pemerintah mempersiapkan landasan 
hukum pertanahan yang sesuai dengan UUD 1945. Pada 1948 
berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 16 Tahun 1948, Pemerintah 
membentuk Panitia Agraria Yogyakarta tiga tahun kemudian, terbit 
keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1951, yang membentuk yang 
membentuk panitia Agraria Jakarta, sekaligus membubarkan panitia 
Agraria yogyakarta. Pembentukan kedua panitia Agraria itu sebagai 
upaya mempersiapkan lahirnya unifikasi hukum pertanahan yang 
sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia. 
Selanjutnya, lewat keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1955, 
Pemerintah membentuk kementrian Agraria yang berdiri dan terpisah 
dari departemen dalam Negeri pada 1956, berdasarkan Keputusan 
Presiden Nomor 1 tahun 1956 dibentuk  Panitia Negara Urusan 
Agraria Yogyakarta yang sekaligus membubarkan panitia Agraria 
jakarta Tugas panitia urusan agraria ini antara lain adalah 
mempersiapkan proses Penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria 
(UUPA).  
Pada 1 juni 1957, Panitia Negara Urusan Agraria selesai 
menyusun rancangan UUPA pada saat yang sama, berdasarkan 




tanah yang semula berada di kementrian kehakiman  dialihkan ke 
kementrian Agraria tahun 1958 berdasarkan keputusa RI Nomor 97 
Tahun 1958, Rancangan Undang-Undang Agraria Nasional diajukan 
ke dewan Perwakilan Rakyat. 
3. Lahirnya UUPA dan Masa Sesudahnya, 1960-1965 
Titik tolak reformasi hukum pertanahan nasional terjadi pada 24 
desember 1960 pada hari itu, rancangan Undang-Undang Pokok 
Agraria disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang 5 Tahun 
1960. Dengan berlakunya UUPA tersebut, untuk pertama kalinya 
pengaturan tanah di Indonesia menggunakan produk hukum nasional 
yang bersumber dari hukum adat. Dengan ini pula Agrarische wet 
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Tahun 1960 ini menandai 
berakhirnya dualisme hukum agraria di indonesia. 
Pada 1964, melalui Menteri Agraria nomor 1 Tahun 1964, 
ditetapkan tugas, susunan, dan pimpinan Departemen Agraria 
Peraturan tersebut nantinya disempurnakan dengan Peraturan Menteri 
Agraria Nomor 1 Tahun 1965 yang mengurai tugas Departemen 
Agrarian serta menambahkan Direktorat Transmigrasi dan kehutanan 
kedalam organisasi Pada Periode ini, Terjadi penggabungan antara 
kantor Inspeksi Agraria-departemen dalam Negeri, Direktorat Tata 






4. Orde Baru 1965- 1988: 
Pada 1965, Departemen Agraria kembali diciutkan secara 
kelembagaan menjadi Direktorat  hanya saja, cakupannya ditambah 
dengan Direktorat bidang Transmigasi sehingga namanya menjadi 
Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi dibawah 
depertemen dalam Negeri penciutan ini dilakukan oleh Pemerintah 
Orde Baru dengan alasan efisiensi dan penyederhanaan organisasi. 
Masih ditahun yang sama, terjadi perubahan organisasi yang 
mendasar, Direktorat Jenderal Agraria tetap menjadi salah satu bagian 
dari departemen Dalam Negeri dan berstatus Direktorat, sedangkan 
permasalahan transmigrasi ditarik kedalam Departemen Veteran, 
Transmigrasi, dan Koperasi.  
Pada 1972, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 Tahun 
1969 dicabut dan diganti dengan keputusan Menteri Dalam Negeri 88 
Tahun 1972 Yang menyebutkan penyatuan instansi Agraria didaerah 
Ditingkat provinsi, dibentuk Kantor Direktorat Jenderal Agraria 




F.  Sejarah Kebijakan Pertanahan. 
1. Periode 1945 – 1960. 
Kebijakan pertanahan pada periode ini difokuskan pada pembenahan 
penguasaan dan kepemilikan dari sistem kolonialis menjadi sistem 






nasional. Dalam periode ini penguasaan dan kepemilikan asing 
dinasionalisasi dan pengusaan, pemilikan tanah luas, perdikan, swapraja, 
partikelir, dan lainya yang tidak sesuai dengan jiwa kemerdekaan diatur 
kembali penggunaan dan pengusaannya oleh negara untuk kepentingan 
nasional. 
2. Periode 1960 – 1967. 
Dimasa ini kebijakanya melanjutkan Kebijakan yang telah 
dijalankan sebelumnya, dalam periode ini kebijakan diarahkan pada 
distribusi dan retribusi tanah oleh negara yang diperuntukan untuk petani 
gurem/petani penggarap dan buruh tani, periode ini dikenal dengan 
perioe Land Reform. 
3. Periode 1967 – 1997. 
Sejalan dengan pertumbuhan dan Pengembangan ekonomi nasional, 
Pada periode ini pembanguna Pertanahan diarahkan untuk mendukung 
kebijakan penanaman modal dan investasi, tanpa meninggalkan untuk 
kebijakan untuk sertipikasi tanah-tanah golongan ekonomi lemah. 
4. Periode 1997 – 2005. 
Diawal era eformasi kebijakan pertanahan lebih diarahkan kepada 
kebijakan-kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat, yang 
menekankan pada pendaftaran tanah yang dikuasai/dimiliki golongan –






5. Periode 2005 –sampai sekarang 
Pada Periode ini, kebijakan pertanahan diarahkan pada “tanah 
untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat” periode ini ditandai dengan 
kebijakan penertiban tanah terlantar, penyelesaian sengketa, Retribusi 
tanah, Peningkatan legalisai aset-tanah masyarakat yang 

























KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Dari pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 
Tentang Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional. Dengan harapan 
mampu untuk menyelesaiakan semua permasalahan dengan tanah dan 
dapat meminimalisir terjadinya Sengketa atas tanah.  
2. Hambatan yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional Kota 
Subulussalam dalam menyelesaiakan kasus pertanahan yang terjadi di 
desa Pasir Belo antara lain adalah Legalitas kepemilikan lahan yang 
kurang jelas, Tidak adanya Itikad baik dari pihak perusahaan, dan dalam 
hal ini Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam tidak bertindak 
dengan tegas dalam menyelesaikan sengketa lahan seperti kewenangan 
yang dimilikinya.  
B. Saran 
 Dari pembahasan dan kesimpulan diatas, Penulis memberikan 
saran sebagai berikut: 
1. Hendaknya masyarakat ataupun lembaga lainya agar mendaftarkan 
tanah hak miliknya ke BPN dan juga memasang patok batas, guna 
dan tujuan untuk menghindari dan mengurangi terjadinya sengketa 
tanah. Serta Badan Pertanahan Nasional dalam memberikan hak 





mengambil langkah yang cermat dalam menyelesaiakan sengketa 
yang terjadi di desa Pasir Belo kecamatan Sultan Daulat.  
2. Hendaknya hambatan yang terjadi dapat diminimalisir  oleh Badan 
Pertanahan Nasional Kota Subulussalam sesuai dengan 
kewenangan yang dimilikinya. Serta memberitahukan kepada 













DAFTAR PUSTAKA  
 
A. Buku 
Ali Achmad c, Hukum Agraria (pertanahan Indonesia) Jakarta, Pustaka 
Media. 2004. 
 
Ali Chomzah, Hukum Pertanahan, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003. 
 
Amiruddin, Pengantar metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Rajawali 
Persada, 2003. 
 
A.p. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 
1999. 
 
Arie Sukanti, Kewenangan Pemerintahan diBidang Pertanahan, PT Raja 
Grafindo Persada, Jakarta: 2008. 
 
Bambang Eko Supriyadi, Hukum Agraria Kehutanan, Jakarta : PT Raja 
Grafindo, 2013. 
 
Bambang Waluyo, Peneltian Hukum Dalam Praktek, jakarta: Sinar Grafika, 
2002. 
 
Bambang Eko Supriyadi, Hukum Agraria Kehutanan, Pt Raja Grafindo 
Persada, Jakarta. 
 
Efendi Perangin, Hukum Agraria diIndonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo, 
1994. 
 
Gunawan Widjaja, Alternatif  penyelesaian sengketa. PT raja Grafindo 
Persada, jakarta, 2001. 
  
  
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertai Karya ilmiah, 
Jakarta, Kecana, 2011, Edisi ke-1, Cet Ke-1. 
 
Lysa Anggraini, Pengantar ilmu hukum, Pekan Baru Suska Press, 2014. 
Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta, Sinar grafika, 2012. 
 
Susanti Adi Nungroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan 
Hukumnya, (Jakarta, Prenada media Group, 2015). 
 
Sunggono Bambang,  metodologi penelitan hukum, Jakarta, PT. Raja 
Grafindo Persada, 2003. 
 
Sumarto, “Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip 
Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan Nasional RI” Disampaikan 
pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Keemendagri RI tanggal 19 
september, 2012, h 2. 
 
Urip santoso, Hukum Agraria dan hak-hak atas Tanah, Jakarta, Prenada 
media, 2005. 
 
Widjaja, Gunawan, Alternatif  penyelesaian Sengketa, PT. Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2001. 
B. Jurnal. 
Ahmad Zaki, Skripsi: Anilisa Sengketa Pertanahan di Desa Pasir Indah 
Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu” Pekanbaru: UIN 
RIAU 2016). 
C. Undang-Undang 
Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960. Tentang Pokok Agraria 
D. Internet 
Insiklopedia bebas, Luas Wilayah Indonesia, diakses dari 
http://id.m.wikipedia.org > wiki > pada tanggal 28 januari 2019 pukul  5,43  
  
  
HelmySuhendar,”makalah tentang tanah”, diakses dari 
http://helmysuhendar.blogspot.com/makalah-tanah-struktur 
jenis.html/,pada 28 januari 2019 pukul 5.13. 
 
Republik Indonesia.Undang-Undang no.2 tahun 2015 tentang Badan 
Pertanahan Nasional”, diakses dari http://id.m.Wikipedia.org-wiki-Badan 
Pertanahan-Nasional, pada tanggal 26 oktober 2018. 
https://id.m.wikipedia.org/wiki/kota_Subulussalam/, pada tangggal 8 Agustus 
2019 pukul 20,17 
 
http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10493, pada tanggal 









































Penulis bernama Hanaldi sayah lahir di Medan pada 
tanggal 25 Februari 1996. Anak pertama dari lima 
bersaudara dari pasangan Bapak Ngateman dan Ibu 
Juriyah Hatisyah.Pada tahun 2003 Penulis Memulaii 
pendidikan diSekolah Dasar (SD) Negeri Sultan Daulat  
Kota Subulussalam. Lulus Pada Tahun 2008, 
kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah 
Pertama (SMP),di SMP Negeri 1 Peunaron. Setelah 
lulus pada tahun 2011, Penulis melanjutkan pindidikan 
Sekolah Menengah Atas (SMA) Di SMA Negerii 1 
Sultan Daulat Kota Subulussalam. Lulus pada tahun 2014, Berkat restu serta doa 
dari orang tua dan atas izin Allah SWT, Penulis melanjuktkan pendidikan Strata 1 
(S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas syariah dan 
Hukum, dengan Program Pendidikan Ilmu Hukum. 
  Selama Menjadi Mahasiswa, Penulis melaksanakan Magang di 
Pengadilan Tata Usaha Yang bertempat DiPekanbaru selama dua (2) bulan. 
Penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) didesa Cinta Damai 
Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Organisasi yang diikuti Internal 
Sebagai HMJ Ilmu hokum bidang pengembangan Sumber Daya Manusia, 
organisasi External LK 1 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Pekanbaru. 
 Atas Berkat Rahmad Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, 
Akhirnya Penulis mampu Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul “ 
KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA 
SUBULUSSALAM DALAM MENANGANI KASUS PERTANAHAN AKIBAT 
KONFLIK  MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2015 
TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL”. Dibawah arahan dan 
bimbingan langsung oleh Bapak Roni Kurniawan. SH.,MH. Berdasarkan hasil 
ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum tanggal 12 desember 2019, Penulis 
dinyatakan Lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH). 
